
WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANCAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

TIAK XEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAXIIIIN RAI(YAT DAERAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahrva dalam rangka melaksanakan keLentuan Pasal
28 Peraruran Pemenntah Nomor L8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dervan Perrvakilan Rak-vat Daerah perlu
membentuk Peraruran Daerah Kota Surabaya
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota De\\.rrn Per1l,akilan Rakyat Daerah.

Mengingat :1

2.

Undang Lindang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembenrukan Daerah Kora Besar dalam
Lingkungan Propinsi Ja\ta Timur/Jawa
TengahTJar,,a Ba.at dan Daerah Istime\{a
Yog/akarta seLragaimana rclah diubah dengan
Undang-Undane Nomo.2 TahLrn l965 (Lembaran

Negar-a Republik Indo.csia T.lilun 1965 Nomor
19, Tambalian Lembaran \egara Republik
lndonesia Nomor 2 7301:

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

42a6\;

t1,..



4.

J,

3.

7.

8.

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200.+ Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43551;

Undang Unciang Nomo. l2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52341;

Undang Undang N.mor 23 Tahun 2014 rentang
Pemcrir-lrahan Daer:ih (Lembaran Negara Republik
Indonesiii Tahun 2014 Nomor 24:l Tambahan
Lembaran l\cgara ReDublik Indoncsia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalr
terakhir dengan Undang-Undang Nomor q Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undalg Nomor 23 Tahun 2AA Lenlang
Pemednlahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Taiun 2015 Nomor 58. Tambahan
Lembaran Negara Republik ]ndonesia Nomor
5679);

Peraruran Pemerintah Nomor 105 Tahun 20OO

tentang Pengelolaan dan PertanggunBa\rraban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara republtk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 T lmbahan
Lembaran Negara Republik It-rdonesia Nomor

4O22);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor

140, Tambahan Lembaran llegara Republik

Indonesra Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomot 16 Tahun 20lO
tentang Pedorlan Pen)'tlsunan Peraturan Deu'an

Peflvakilan R3k]'at Daerah tentang Tata Tertib
Der,.,an Pen akilan Raksat Daerah (l,embarai

Negara Reirublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tamba]lar, Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 51041,

'\*



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratlf
Pimpinan Da:r Anggota Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Rr:publik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaralr
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 20l4 tentang
Peraturan PelaKsanaan Undang Undang Nomor l2
Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan
Perundang Undangan (Lembaran Negar.a Republlk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)j

1 1. Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor I 3 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebzrgaimana tclah diubah beberapa kali
terakhir dengan PeraLuran Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 renrang Perubahan Kedua
Atas Peratu,:an Menterl Dalarn Negeri Nomor 13

Tahun 2006 leniang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerali (BeriLa ,\egara 'lahun 20il
I{omor 3 i0li

12 Peraturan Menleri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang PembenLukan Produk Hllkurn
Daerah (Be.ita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

13,Peraturan MeEteri DalaE Negeri Nomor ...,.
TahuD Tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Belsama

DEWAN PERtrIAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
DAN

U/ALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

MeEetaPKAE :PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.
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BAB I
KETENIUdN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturall Daerah ni 1.ar-rg dirraksud dcngan :

1 Daerah adalah Kota Suraba."a.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinrah Kota Surabaya.

3 Kepala Daerah adalah Walikota Surabal a.

.+. Dewan Penlakilan Ra\'at DaeriLh sela-rjurnYa disingkat DPRD adalah
Dev,,al Pem'akilan Rakr a.r Daerah I(ora Surabaya.

5 Pir - pinar DPRD adalah Iielua dan Urakil Waldl Ketua De\\'an
Pe rvakilan Raln'at Daci i-il-, I{ori.. Sur.iba-, a

(r. AllBgota DPRD adaLah .\rr.qotr, De\\er Perlakilan RakJ.'ar Daerah
i{.IP. Srualrn\ e

i' Anggaran Penclapi..ian ciar Bclrn;a I).rcr.rh selsnjutnla disingkat
APBD, aciaiah A1lggar.-r-l ]rcnriail.-ian Car Belanja Daerah Kota I

S'.rrabaf a

.9. Sek.crariar DPI?ll ir,:li:1llh Sr'iirc-.ar iaL DPiID ]iota Surabat a.

(1. Selilcraar:i iJPI?Lr :!. J.ir, li.:,,,ba rc 1rsl.::r1 Daer.1]1 l'ang memimpin
s(l..rrt:rrii,' aPir-'

lil. Uang reprcseliiarsi rrl-.l.Lr Lr-ilr:l ,ll-1! cliber-il<an setiap bulan
1<epacia l,tinpuran ,:1:l ,\nggo.:I DPI'.D sehubungan dcngan
kedudukan1rla sebrgai pilitrrllitrt aliiil a lqgoi:r DPRD

I1. Tunjangan I{clualgeL irclr:irl i-til-l.rrlqrll r:rng diberikan seriJF

brtian keD:icia i'im rirrrirl ,i:l'l ..nyrloll'. DPRD '.1nruk memerlrlhi
kebutuhan keluergl.

12. Tunjangan -Beras adiiL'.l-l runjirngan lang diberikan setiap hrrlan

kep:rda Pimpinar-r dan Angg-a!a L)PR! ulliuk rlencnuhi keburuhan

Pokok,l be;as



13. Uang Paket aclalah uang l,ang qlbclkan setiap bulan kepada
Pimplnan Jan Anggot: DpRD d|Liam rnenghadiri dan mengikuti
rapar-rapat dinas.

14. Tunjangan Jabatan adalah u.Lng rang djberikar-r setlap bulan
ke )ada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukarrnva
se lagai ketua, $ akil kerua dan anggota DpRD.

15. Tunjangan alar lielengkapai_. IfpRD adalah tunjangan viurq
diberikan scitn.,-i i]-rla:r k,:r,aci.r pir:n:,:iin atatr AnggoLa DpRD
r.ang dr,td[k aiii,ilri] ltaaialt itu.ci.lu;rt.alt. konrisi. cadan anggaran.
baclan Pi:nrbctr'.t:1.:in irc:iia .ra L : .-Eh!rnrtan, atall alat
kelengl<aFrrl i::: r r

:

i6. Tunlangan l(otlu;rikasi lntcns:I acialah t,-ln1anqan yang diberikan
seLiap bul.111 urlrLik IicninqilaiLart-l iiirer.ja kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

17. TunJangan Reses adalai tllnjangan vang diberikan setiap
melaksan.-kan res.-s l<epa.lf.. Pimp,nan dan Anggota DPRD.

18.I{crnampLrarl l<euangarr cr:rcrlth acLrLlah l<enrampuan keuangan
daerlh, diLcntLlkan brrd:r::rakan h:,.sii Dcthitllngan aLas besaran
pcndlpatan ulrunr clircr:: l: .iikurrrgl dc'ngan belanja pegarra,
aparatur sipil negai a ciJD .r il{eiomp o<kEi n .laiam 3 (tiga) kclompok,
lraltrr ainggr, scdarlg, oar, rrndan s,i]bagaimana dratur dalam
r.^l | ..o. \'. ,

l(l Dar.. Op.-ra:iior:Ll lrinrrl:, r liI'RLl 1.1ai,rl1 .la.,a lang disediakan
bagi Pimpinan DPfiD sclap Lula! uniuk menunjang l<egiaran

opcrasional -1/ang berk:irlarl dcr-1gan .e]'.I-esentasi, pelalranan, dan
keburuhan lain guna rnel:lncarrl<an pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD seharl hari-

:0 TLlnjanga r lie:,rrarrtcr':rarr :r(i Llilrt .LilltaDg:rD I a g disechakdn
beruP:r pcnbcrial talllrillari ka:clirlliin) ja:nir_ran kecelar<aan kerla,
iamioan ktntalti:.rr, paii.rirl, l1iras (:arlr iLlrii)L1l serta ruma.h negara
alalr per lerlqi(apLritlti.r -ilrl)ira.1 lr,lirlill:lil i)i'RD .ian rl'1ggota DPRD,

kcndaraaD dinas tab:,:',Ln ala. tei:rriil rumah tnngga kepada
Pimpinan DPRD; sertlr rull]anilall transportasl kepada Anggota

DPRD;

!



21 Uang Jasa pengabdiurn adaiah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD aras jasa pengabdiannya setelah
Yang bersaDgkutan dib(.ahcn!rhaLr alef ga.n hormat.

4,4 P ti
PENG}1ASILAN. TUNJANGAN ITESFJAHTERAAN DAN

UANG JASA PENGABDIAN PIMPII{AN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu

Penghasilan PiInpinan dan Anggota DpRD
Pasal 2

ll) Penghasilan Pimpin:,n .l.in -{nggota DPRD terdiri atas
pcnghasii:r.n r .ur.q uaJ :tl{n\'.I di bc irailiart parla :

.1. APBD, inelipuL.

1. Llan.q r_e p ra's c r t:t !: i

l. iun .,rrql,:, l(i -i:,r.:-,

.l LU:l,., il g: l: 1l, l:ls

4. Llang pakeli

5. tunlangan jabatan;

6. tunjangan al.rt kelcngkapan; dan

7 un;-ng.r. rl., ^-l-r.- ^-1 ,, r i rr.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:

1. tunjrngan komunil<arsl in:ersrfl dan

l. tun.iangan rcses

(2) Pcmbebanan pajak pcnghasllan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD sebagaimana dimaksucl pad:r a]'at (1) hurul a dan huruf b

dilakukAn sesuai dcngan kelenluan peraturan perundang-

u ,Jangan.

'-s



pasal 3

(1) Llang represenlasi seba,taimana cirmaksud
hurul a angka L diberikar sctiap bulan
Anggota DPRD.

dalam Pasal 2 avat (11

kepada Pimpinan dan

(2) Uang representasi K4tu.r ilpRD seLara dengan gaji pokok
walikota.

(1)

{31 Uang rerreseniasr \1akll r(.itriir j)PI?D sebe:jar SOyo [cle]apan
prluh per!c1ti tlari ur.-eg ti,ilrr sLlii:,si l.:,iua DppD.

i-rrr.1 io: r.::',:r:, it-. rl r t .r:,, , r,. -1r t,-Ltiult prilLih lim;,
Daf:ren) (lirrL L.t'ri:;- iel r's.tr!a:rr .:.tr.t.r DPRD

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan
dimaksud dalam Pas:rl 2 av-ar

diberikan setiap bular1 kepad:l

LullJangan bcras sebagaimana
i] I i't11..r1 a angka 2 dan angka 3
PimpinaD dan Anggora DPRD

(2) Tunjangaa keluarga dan tun3angan beras bagi Plmpinarl clan
Anggota DPRD besarnva sama dengan tun-jangan keluarga dan
tunjangaD beras baLr !eqa1:. al Apa:atur Sipii Negara sesual
dengan i{rLenL,Jxn per'iiLi.r: :ir ;rtli,rrl:rir:i lnalanqan.

Pasal 5

Jang )akct scJagainla.l-la oimrl<slrii .tnrnnr Pasal i al'at (1) huruf a

angka .+ diber:kan seti:1p bul:Ll kelrada Pilnpinan dan Anggota DPRD
sebesar 1O7o (sepuluh pcrscnt dafi uang representasi lrang
bersangkutan.

Pasal 6

'ILrnjangan j:rbatau scbag:rimlna drmaksud dalam Pasal ll ayat (1)

]uruf a angk.l 5 dltrcrikan setiaP lttll.,.n kepacia Pimpinan dan Anggota
rJPRD scbes.-r 145q1, lseratus errl:ri..L rru[]h lima persen) dari uang
j eprescnrasr \ arng L)cas:lngkLiia,Jl.



(2)

(1)

l.l )

Tunjangan alat kelerrskapan oar, tunjangan alat kelengkapan
lain sebagaimana dimaksuC clalarn pasal 2 alrat (1) l.ru,-r_rt a ,.rgka
6 dan algka 7 cliberrkan setir,p buldn kcp.,da pimpinan Jan
Anggota IIPRD \.ang Clldu]{ dalam b.tdan rnusyarvarah, komisr,
baci an an ggaran, iladan pcn !ertr:ui{art percia, badar, kel-rormatan
atau alai kelengkapaD iait-t.

Thn-iangan alat kelengkapan ddn tunjan gan alat kelengkapan
laii-r diberikan dengan kei:ntuan, untuk jabatan.

a. kerua, sebesar 7,59,o (rllluh koma lima perscn);

b. $'akrl k--tua, sebesar 5t,, lli:tia i,a.r:i.iit.

Pasal 7

c. sekretaris, sebesar.+% (cirpat parsen); Can

cl anggota, sebesa:'3!.; iriq:t pcr'scnt:

dari tunjangan jabar.rr kcr..L.L DPRII

l'ua.lang..r :rlai i:,rLei:iriralr:Ll: i.,i,t rai,iL!:ullana cltmaksud pada
.r.,ari l1) aialj aii:.r li .it).rl .:.Lr] .,.11:I:r alar kelengkapan larn
Lerbentui< dar tneiaksanzrkan tr-rq:rs

Pasal 8

launjang:rr konr-.rll{aai. t,tiet,.; l ".1):rl.rinana dimaksud clalam
P.LSzil 2 ::1al tl trli.ri J.,lg-^i 1 :li!,-rikan s.rtiap bLllan unr.Ltl(

1)cninqkaLan krrLcr a ,r,:r':r.:r ir'rrp: .rri ,lrirr r\nsgola DPRD.

'ft,ntang:irr rcsis .r-:'n...ai,r'r,,rr', .iurr,Ll{:-r(l dalallr Pasal 2 alat (1]

nu.ul b -rnilk.: 2 ciiir;ril,.L:r i!iliri. nr ,.rksanakan reses keparda

Prmpinar'r cian Angqoi.r DI'rtD

PcmberiaF tunjangan 1{o;nlrnikasi inlensif dan tunjangan reses

sebagarma a dimaksud Dade alai (l) .lan a]'at (2) sebanvak 7

(tujuh) kali darl u.1ng represenlasr Kctua DPRD.

'$

l1i

i.+ )

131 T'.rnjanuilri irontrirrtk;, -i irr ci:.rit trr,r ilrltlLrrgairt rcscs (lib(:rikan
sesual dartgaL_r licirall2Llir]l [,'r.:ullr'.r'r rLcloll.

)

a



Bagian I(.edua
Tunjangan Kesejahteraan

Pimpinan dan Anggota DpRD
pasal 9

[1) TUnlangan kesejarhteraarr pimpinan .i:rn Aneqota DpRD
teldiri ata..:

a Jaminit:t kcsch:iian:

b. jaminan kecelal<aan keiia;

c jaminan ke matlan; cian

d. pLrkai..,n dinas :i:rn :ttiior-tt

i: i Sciain iL-Lrriarrg.rn kc.jc-latrierat-n icil.lqaltlnan.r dimaksud pada
.1\.LL (11. Piml)r-rii,t Ll,tiD dlstCiakar] tLlDjangan kesejahteraan
berupa:

a. rurnah ncgaira alan L.alIc,rqllapallt\a:

l. l(cr Caraalr dina_: lairaraii: .lnrI

c. beianja rumat rangql.

(3) Selain tunjang.Ln kesejahLerran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Anggota DPieD clalrat disediakan tunj.rngan
kesejahLcraar-r bcr'.rpa

, ,,,1,'.,,,, ;, ],

b. Lunjangan Lfans pol asi

Pasal 10

L,l Jan1ilran liesehaLa]1 sabagarmatla ri:rn:Li{sl1al .i:rlam l'1sal 9 al'ar:

(11 hurul a d.iber-ikir.tl .lirlall lrelllril< lur:1i1 kepada Badan
Pen-velenggara .Iamin:rn Sosial Iiesehatan sesuai dcngan
ketcntuzrn lleraruran peiundart g !rncangaln.



''\.12i Jaminan kesei.raran sr:bagairr:rna cjjrnaksud pada ayar (1] Suga
iermasu;{ isrri daLn i.'r:ir ses,-tai ieng::rrt kerentuan peraturan
perundar-rg-undan;lan.

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada a.vat (1),
Pimpinan dan Anggor:r DpRD diseriiakan pemeriksaan kesehatan
yang bertujuan unmk lnengctahui sratus kesehatan di luar
caikupar pelai'airan l.csth::L.en ,.:tng cliberii<an oleh Badan
Pcnt'elerqgari',Iarlinrl l S,tslnr iir:sclarrr.

l+i

{11

Pcmeriksran
clll:Lksana l<:rr
ditiau nr:gcrr

.llmaksud pada avar (31

i ta,l-]rrr] d:rn ciilal<ul<an di

r'asal 11.

,Janiinan ker:c-iakaan irela ,i:ut tamtital kcmarian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ay.rt (1) hurul b dan huruf c diberikan
sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
sesuai dengan ketentuan per_aturan perundang-undalgan.

Pasal 12

Parkaian .lrnais can atrlbuL Prmpinan dar Anggota DPRD
sciragainriina cjim:iksirrl (iillar. Prsal 9 a\-aL li) huruf d terdiri

a. pakai:ur srpri irariarr ciisc.liaii:rn I lcir::r1 pasang dalam 1 (salu)
tahunl

b. pa1<alar-r sipil resmi ors.diarian 1 (s.L',Ll) pasang rlalam 1 (satu)

lahun;

c. pakaiarl sipil lengkap disediakar 2 (dua) pasaig dalam 5 (lima)

tahun;

d. plkaial-r dinas hariar, le.qan Panjang disediakan 1 (satu)
pasang dalam I {saru] lllhltl,: dan

e. paliaia,, \'artg ler!,ail-iL:l liLlas .LJrlirh .lisediakan i (satu]

pasdlra odldm '\ n

ILr

\,



i2) P-kairn dinas dan arribur sebagainana dimaksud pada a_\.at (1)
disediakan dengan mcmpertirr bargkan prinsrp efisrensi,
efekiiliras, dan kepatura o.

(3) Kualitas pakaian dinas dan atlibut Ketua DPRD setara
dengan U/alikota, Wakii Ketua DPRD setara dengan Wakil
Walikota dan Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon
II/a.

(4) Ketentua[ mengenai standal satuan harga pakaian dinas dan
atribut sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peratulaa w.(likota.

Pasal 13

i1) Rumab negari,. clan Der leiglllpar-rI\',i serta kenclaraan dinas

labatan scbagaimarl,. rirrla.-- :.i ri 1.rnL f .Lr.rl o aJ at (2) hrlruf a
da11 huiilr' b Cisr dia.r.Lr-r La.u: Pi;rrpit-rr.n DPRD sesuai standar
berdasalii:rn lic.er tllarrl ir'. ia lLi :.1n jrer'.,n(r.arng Ll1l da,1 gan.

'a,g

\2)

(3)

L.+ l

Rumah nr:gara ar.1n Jler'rir.gli.:p.1:rrrr rr se baqormalra dtmaksud
daLam Pasal I i.1l:rL i:1r h.rLri 1.ririr.r iLisedralian .)agi AnggoLl't

DPRD scsu:ri sraI.(lar tcrr:a jl.rir', liclctttuan perafuran
pefundan g-un.iaD3arl

Pemakaian rumah neqara dan periengkapalnva serta kendaraan
dinas jaDatan sebagaimana dimaksud pada al,at (l) dan

pemakaian rumah ncgara dan pcrlengkapannya sebagaimana

dimaksud pada ayat i2r dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan Perundang unclangarl.

i.mclih:Lri:ian r_r:rli:rir ]tga:a 'ian Derlcnskapanr '. a serla

kendaraan dinas r.rbi.Larr seb:iqalr::Lan:r dlmaksud pad,1 al'at (1)

da:L pe r_,rc Lihar:r. L:r rlirrr.-llr. :1i'{a.rll ciar-r perlengxap:rnnr-a

sebagaim.rrta Crmaksucl p:(ia,r'iL 21 drbcllankan pada APBD.

Dalam hal Pimpinar, )PliD Lc|her,ir rtau berakhir masa bakti'
rumah ilegara rirLn pel l:ngi<a p al l1I1'e serta kendaraan dinas
jabalan uaJrD dikel:lbalikalr c1:Li:rm keadaan baik kepada

Pemerintah Daerah paiilr-q lamLral I (satu) bulan sejak tanggal

berhenti arau berakhilnr a masa bakti.

i5)



(2)

(1)

1,2)

ili

i'+l

lirl Dalam iral Anggoi:r ,tPR I \l|e r:iser:rakan lumah negara clan
periengkapannra berncn:i r.r er.\hLr m.rsa bakti, rumah
negara da-:-1 pcrlengkapanrir a 1\ alib diiiembalikan dalam keadaan
baik kepada Pen-ierir: iait Da.1-ah Dalng lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal ber-hent] atan berakhirn\ a Inasa bakti.

(7) Tata cara pengembalian rulnah negara dan perlengkapannlra
serLa kendaraan dri-rits jabaran sebagaimana diaiur dalam
Pcraturarl Men LCt i.

pasal 14

(1) Rumah ncgara (1an p ct_ien gl,.rp ar] nr.:i se.tp- kenda.aan dinas
jabatan vang disedlal(i,iit sebagat.rl:rna :limaksud dalam
Pasal 13 i.idak ..iapal .iisc\.,a1)rrirli:irl, digunausahakan.
dipindah tang:rnkai1. .lan aLatt iiiubah siiltus hukumnva.

Struktur dan bentuk bangui)an rumah negara yang disedrakan
sebagaimana dimaksud p:Lcla aYat t1) ridak dapat diubah.

Pasal 15

Dalam hal Penerintah Decrah ltc\t:r ;1aoat mcnl.ediakan rumah
negara Lla11 ker-iriar-i.in Cinas .lr:l:rr,rn bagi Pimpinan DPRD
scbagainl!!rii dirnairsu( d:ili1r-: Pi.sill l.l. kepada 1,ar-rg
itersengii.tLalt ritL::rl,:.u: L-u1t:Lrlgrll r-rcrLlmahan cian tunjanqan
lrall sllof r a,.sil

Daiam hni Pcrne|r'rLirr, D.,,-r'lri rri i)r r.fr:',1 r..lrl'eCiakar, runlah
rrcgaia l).rqj .\iqg'r..r )PI:ir s').ru :rr' ri:,llr'i<sl].i .1:11iim Pas.r-

i3. l<ep,iila i:rr- -r i si.r_er - rlr i.,i.rir iirrr'rrkan t-Lrnjlngarl
LtciLilnaiIrtI'-.

'[urrj:jLngiLr: )r]fu:r1a1::Lir !i'ril l:lllilijlSarn i:anspol-Lasi baqi

Pimpin:ur DPRL) scb.lgainaD.r (iin'i'rksuci Pad.L arvat (t) diberikan
dalam benruk Llanq d:x1 dlba\ aik.rtt sellail bulan terhitung mulai
rdnggdl p-n- r, r 'r. '.'...' r. I.'

Tunlangan per-rrn.rharl slr tiq.lrrrana (lrinaksu.i pada al'at (21 dan
runjangar-. rransporL(rsr lla:r .!ngg.t.'. DPRD sebagaimana
dimaksud da-lam Pasa] 9 al,'ai (3i cibcrikan dalam bentuk uang
dan dibat arkan schai-r b'-tlarl ti:l hilLlng mulai tanggal

I'n:uL-r 'r. \ :r:. ir



(rl Bagi suami d.rn,larau istri r.anq mcnduduki Jabatan sebagai
Pimpinar dani/atau Algsota Dj)RI) pada DPRD Yang sama hanva
diberikan salah saru runjangar, perurrahan.

(6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tang suami atau istrinya
menjabat sebagal kepala daerah/\rakil kepala daerah pada
daerah yang sama tidal< rliberikan tunjalgal perumahi.n.

Bagi Pinpinan dan/'.rlau Anggora DPRD vang diberhentikan
s rmentara tidak dlberikan Lunjangan pcrumahan dan tunjangan
L ansPorlaisi.

t7)

(]r

()t

t3)

Pasal 16

Rumah neg:Lr a dan perlenlqk:it:Lnn-' i1 sirta kendaraan dtnas Jabatan
scbagaimana dimaksuci cLelanr Pasal L3 sc.ta iunjangan perumahan
dan tunjangan lransportasi s.'Dagarn:nn:r climaksud dalam Pasal 15
ridak dapat dlberikan ke])ad:r Pimpinan.ian Anggota DPRD secara
bersamaan.

Pasal 17

Br' ;ar-an runjaLrrgdr) i,.!ar'.ir _rai:aLi sr-ba.atarirana dimaksud dalsm
Irx:r.il l:, Lr.Irts itrr':;1,'r: La :,il .r1.,: l.:apii'rliLtrn, ke\1alaran.
rasLollaliia.s, iiiattaiai i,ri:.r sriLril_i'.-i . arir.q Jerlaku, d:Ln siat-rdar
iuas biirqrrnrn :lai, l-.irar. iurr:Lir LrcgaLr,i sesuai d"_ngalr

.. I, n,u.:.],.r. L ,1 d. i... ,

Besaran lllilj]Lrg:rr t: insiai-'.risi :ai)atairnan:i drmaksud dalam
Pasal 15 harus rnerlpcrh:rL:liarr as:rs kepairltan, kervajaran,
rasionaLiLas, slancar ilarq.i sclcmll:rL J'ang llerlerku sesuai dengan

k-rcntL,,r. p-l-'LtiJ' -'_r :..o. n' . .i ,,'g n

Besaran tunran:lam pcrlrmaharl \.r!1g dibavarkan harus sesuai

dcngan sta.r-rdar siltua.11 ila:-g:! :re\1'.1 .1]irah ] ang berlaku untuk
stanclar rL1rl1ah nega:.. b.Lgt Pinprra.n .1.1n A.ggota DPRD, tidak
terrnastlk rnebc-i, I-rc1a ria ii:larl{. at . gzL:. rli'.n teleDon.

]ll



,,,4) E rsaran iunjangan transportasi l,'ang dibayarkan harus sesuar
dengan standar satLran harqa se.'\,a kendaraan yaig berlaku
uilruk sL:_LndaI kr:ncrar:-{t;_, rlinas laLaran bagr Pimpinall dan
AnggoLa l)PRIl. rrda:i t.lm.rsuli u1.ri'a Dera\\,atan dan biay'a
oi)caasio _.rL kcrrrl:.:-:ru al: ,:.s r.i,rr1. ir:.

Ba'saran I '. 1 n.t :r i r g i i i r rL Iriitii tiLr' ai:r'- tr.ttjaugalt lranspoltasl
Prnpinar aliLr-r .rrirglri.l Dl'tiD,riL"rllJaren/kora tidark boleh
melcbihl hcsrr:rir iLin.:1Ig:i: r)crlrrn:rhan dnn runjangan
LralrsDoa|,isl Pimn:iar: na r A|qgoLi. Dl':lD F'lo,rD51 ,li1\{a'lirnur

Kclenrualr lcbih Lanj,-r, meirgenari Lesaran tun1angan perumahan
dan tunj.urgan l-rilr r sportasl drair-r| ci:r1am Peratrtran Walikota.

Pasal 18

Bclanja r_unah tiLnggii sriiaga.;mr:na cli:ral<sud dalam PzLsal 9

;jLi a.t (21 irLlr,ia c r[istr]r.r.:-r;, rlairnl r:rr1gka nl.enLlDlang

pcl:lks a1r -!a,.11 llinrjsl, lr-1ga!. 11:r[ \\c'.rcttan31 Pimpinan DIIRD.

Bclanla i'r;rr:rt. i,i1-lg!.1 :i.l:r{l!rrr'rirlla .iimatks!cl pada avat (1)

d j gunakalrl uirLL'.li lr.lciIel Lulli l(c ur. ruh.rn mint mal rumah tangga

dcngan mempertiilbarrgkan kcmar:rPuen l<cuangan daerah.

I{cbutuh.ln minrn al rutma}r tan!g:r Prmpinan DPRD sebagaimana

dimaksuci pada ayar (2) dianggarkan dalam program dan

kegiatan sekretariat DPRD

Kebutuhan miniaal rumah tangga Ketua DPR[) setara
dengan kebutuhan rDinirnal rumah tangga Walikota dan

kebutuhan miuirnal rurnah tangga Wakil Ketua DPRD setara

dengi.n kebutuhan minimal rumah tangga Wakii Walikota'

Ketentuarl lrcngellai sL.lll.ial iiciluL.lhe11 miniln'il'umah talrgga

sebagaim.Lna dimaksrrcl r)i,,:ir. I1:li (3i cl.ialrir dalam Pcr:rturan

\\iaLikota.

1.) i

ir,l

t1l

i))

t3l

ta)

t6)

(4)

Dalam hal Pimprtlan DPRD trdak nlenggunakan lasilitas rumah

negara d.1n perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah

tangga sebagaimana dimaksud dalam PzLsal 9 al-at (2) huruf c

*



Bagia':1 iietiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

I 1) Pimpinan atarl .\nggot,. DPRD I anq meninggaL dunia atau I
mengakl..ii i meLsa irakrin1'a diberika:r uang jasa pengabdian

(2) Elesaran uang jasa pe:rgabdian sebagalmana dimaksud pada al at

(1) disesuaikan dcngan masa bakti Pimpinar dan Anggota DPRD,

dengan ketentuan

.i. masa liekti l..1iaitl. .iarrl .1: jr-l '::','1-ll-ll dergarl 1 (satul tahun

iiibtt Ll{:.ir .llrll1 l:i: , l) llqir -ra'i.lll :c,''csei I saLu bula!l u:1ng

I alll_e:r( lIlalsil

b. masa b:rkll sanllla, clellqatl 2 ldlr.rl 1ahi1n, diberikan uang iasa
pengabcLiar-r sebesal 2 lclua; lr-rlarl rtrng repicsentasi:

c. masa b.rkti sanrllal rlcrlllrr .] illq.t) '..rhun. cil;crik:r'' uang jrsa
p-nga .ti .n ,-b "; , . 

''P1'---P 
2s .

d masa bakti salrpaj Cengan'+ (crapatl tahun, diberrkan uang

jasa pengabdian sebesar z+ ie'npat) bulan uang rep'esentasi'

dan

e. masa bakti sampal dcngall - (1ira) lahun. ciDerikan Llang lasa

pengabdian selresar i i:ilrrL) irrlen ara'_l laling ban'''ak L'

'n"rn, '..1 '. 'r 'l- '^

(3j Dai.rm h:11 Pimpinan at:ru Anggota DPRD n-renrnggal dunia' uang

Jasa pengabdian sebaE€r-imana dimaksud pada ayat (2) diberikan

kepada ahh wartsnya

14) F rmbayaran uarg iasa pcngabdian drlakukan setelah -;ang

birsangkLrtan diberhentikan dci]g'rn hormat sesuai dengan

kclentuan peraturan perundang undan gan

(5) Dalam hal Pimplnan dan .\nggola DPRD diberhenrikan dengan

tidak hormat. tidak diberr-ar1 uang jasa pengabdian'

Ir



BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 2O

i (1) Belanja pcnunjnng kegiarar, DPRD oiscdial<an ,rntuk mendukung
kclarcaran fungsi, tugas, Can u.er,cnar-rg DPRD berupa:

d.IroElron.., .* ,,' ''

L penvcLcneqaraal I .-r;-a'.:

2. l<ur iLlngalr iru r l aL.

3. pengkalian, penelaahan, dan penriapan Perda;

4. peningkatan kapasitas rlan prolesionalisme sumber dava i
marlusia di lingkungan DIRD:

5. koordinasi dar iiolrsuhasi kcgtatatr pcmerintahan dan
kemitsvarakat:rni darr

6.progrrm lain sesuar dengan fungsi, Lugas, dan we\lenang
DPRD,

t .iana operaslonil Pir::plr]an DPR!.

c. pcmbcDrukai irc'lo1]:por< Dali:tr .rl:1Lt :i:n allll alal kelengkapan
DPRD:

d. penvea:raan tcn;.rqa rirl: ir_aks I rirn

c. rel.Lnja sekrctar.i.rL i:rksr

12l Belanja ;renunlant kcgta,ar s.:biLlarr':-lana dinaksud pad:l a\ at
(l ) dlsr-rsrrr bet clli:all.:rrr r'rl1 ril:r i:' r:1 r ang riltctapk:rn se<rrri
i:

Pasai 21

i

Program sebagarmana climaksud daldn Pasa] 20 ayat (l hrlrut a

diuraikan ke dalam beberapa kcgiaLan scsuai dengan ,<etentuan

pcraturan per_undang itndangar

,,6

\.



pasal 22

(l) Dana opcr.asional pintpinan DpRD sebiLgaimana dintaksud dalam
P.rsal 2C alat (iI 1-rur uf o dj _-crtlian lctiap bulan kepacla kerua
DPRD clan B'akil kctrrjr DtRt) unruk me1unjang kegtatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanar], dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua
DPRD dan u'aki1 ketua DPRD schari-hari.

Dana operasionzrl sebagaimana pada aYat (1) diberikal sesuai
dangan kemampuall kcuang:rn dacrah sebagaimana dimaksud
d rlam Pasal 8 ayat (.+).

(3) Pcnganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan arar (2) CL3us,.ur secara kolektrf oleh Sekretaris
DPRD dcnqan ketcntu:u scb.iqai L.'riku::

{2)

.r kct -ra 1l PRL)

1\(.:l.r Ll PIiil:

I) ,\ akll l<eLua1

lepfesL'i lLa,si

('+ l

(cl

(6)

Pcmbcrian r.1anr,,pclasioral sai-rrL!n)lilana di:;raksud pada aJai
(31 drlakr-rlran sctiall b rlal icngan llctclr,-ran:

a.807o lriclap:t'.l D|]l1il r).rscr't .lrL,':rli.!rr sccara sekaligus untuk
semua bial/:i atiir-r aLrsL:trLli lirnpsrrn: tlan

b.209i, (dLr.r Iiu[.h r)cl'sr-':r] dLbcriiiai .1Dtuk dukungan dana
operaslonal lainir\'.r.

Dalam h.1i Le) d..LfiiLt :,lsa .lar-r,r opli a-.ir)r1:1i selclah pelaksanaau
ketenruan pcmher.ian sebagaiin.ln.r ditt::tksuci pada ayat (4) tidal<

digunaka,.rr s6mp.r .t.ngr:r .rlihri :!l:Lrn ilaggaran, sis:r dana
dirrlaksu.i harr-rs clrsc or'<.ri1 li.' i e licnLlrr k:rs umum daerah paling
lanlllat LziDggELi 31 De serlL;c; ia-.l,urt angg.ran blrkenaan.

Dana oper-asional Pimpinan DPRD tidal. digunakan Llntlk
keperluan pnbacli, kciomrol<. d. a /atau golongan, dan
penggunaannva harus mcmoi:rh:trikan e.-cas manfaat, eleklifitas.
ellsiensi, dan akiu,tabriiias.

LIPRD .-bar:,. al, .+ lempal) kali dan uang
',r aliil irciua Di)RLl

1.{+

sl'i)ar \i l: .r r'l]i.I]r r,.,ri .1.1,, tiang represenLasi



pasal 23

(1 ) Iielompok pakar ar.iit iint :Ll-,ii ;rlat kclcngkapan DpRD
sebagaimana dimarksucl c.ierl:rn pz,Lsal 20 ayat (1) huruf c
merupakan sclumlah rerlcnlu pal<ar atau ahli yang mempunyai
kemampuan dalam disrplin ilmu tang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan lungsi, t:ugas, Can rreu,cnalg DpRD yang tercermin
dalam alat kelengkap.ln DPRD s.suai dcngan kebutuhan DPRD
atas usul anggota. piLror:tittr r'raksi. rian pimpinan alaL
kelenek.ioan DPR-)

.l Iiciotr;ooi. 1--r1r'i a: iLt L| .ti ., .rl:LL k,-.icnekapan DpRD
sr'ltlgitirit:uta ri nriti.isi,.l t ..,ia.1,.;,.i t1 ,.riillq ban,':Lk 3 (ttgal ,rr.rIrq
llrltrtk srLraJr ::1at ]ielttrqi: t;.ar, airlr-L)

i.t j

i1)

I(elompoi< paK.rr lt!il,-i tinr rtrli al!r'. k.lcngkap.rn DPRII diangkat
dan dibc|i-rcDrikan cl.ng.o-it lleputusan Sekretaris DPRD sesuar
dengan l<cbutuhait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sesuai dengan kerc. Luan sebi.rgaimana dimalsud pada ayat (2).

Pembayaran kompensasi bagi kclompok pakar atau tim ahli alat
kelenglcauan DPRD (iidas.rrkan pada kchadiran sesuai dengan
1<ebutuh.,.r1 DPRD nLau keitlatan ,.er-Lentu DPRD dan daDat
dilakukarl cleng:rn ha-ga tilruilll (): lilg lt.t!: alalr orang bulan.

IleienrLiir, tncrtqcr!1r rrcs..riLr ii"-:::ir,:r:srsi kclompok pakar aLLaL,

'rirn :rr1li :r-.it ki rellgka:;a r lrlrlli-) .r1..iiir ileiiinr 1)eratl11-an WalikotLi
denqan rremDerhatilia:l iri..nala! keahlian sesuai dengan
': __ I .t t., i . : .- tr

Pengadaan kelompok Jrakar at'.ru'.ji1 ahli dat kelengkapan DPRD
sebagar.marra dimaksuJ irada a,,'al (1 ) dilakukan ^esuai dengan
ketentuan peraturan perulldang urrCan gan.

i6)

*1"

1t



pasal 24

(1) Tenaga ahli liaksr scbagarmana ciimaksud dalain pasal 2il ayat
(1) huruf d merupal{an tenirga .rh1 lang .lisediakan 1 (satu)
oraltg Ltniul( sctlarD ir:rkst d:rI lrcm.DLtr-tvai kemampuan dalam
disipiin ll:rrL-l ilri.L.'11- I ,,:n c! a11 _ ru.1as frakst serl,l
cliberit<an [<o1r]pL_-ns.tsL aiel-,qal nentpct.hallkarl standar keahira.n,
Dl_lnslD , l_tsreitsi. :l:: ( .iLt., .tr .t!::: i.lcrn:i,nltuan kcualnqalt
ci:rct ai-r .

(tl

(3)

i4l

141

(2) Tenaga :r1'rli iraksi scir:rgiun:rna clinraksr-rd pada ayat (1)
ditetapkan denqan kcpuLusan sekrcrar.is DpRD.

ial) i(erentuarD mclrgcital ltesaran Li)ntpc-nsalsi tenaga ahli lraksl
diatur dzLlam Peraiurarl \\'nliliora .1,-rngan mempcrhatikan standar
keahlian sesu:ri denga:r ketcr]tua.r peraturan perundang
unciangan.

Pcngadaait tettagai arltli ir..1lts I

{L) alijaliLrl(al :cs:ar rlr:t:,,.,r
..r rlc arl1g:Lr:

scbiq:r;mana dinraksud pada a\.at
h'. -, lr',t,,rr t-r!-:a,Ltr:rn pclunclatrg

\2)

Pasal 25

Belanja scl<reLariar liaksi scbagarmana ciimaksud claiam pasal 20
a];at (1) huruf e dibia!.ai cL:rri angqaran sekretariat DpRD sesuai
dcngan kebutuh.ln DPRD dan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Belanja sekretariat fraksi terdrri atas penvediaan sarana dan
anggaran

Penyediaan saranrl meliputi nlanit kertir pada sekretariat DPRD
dan kelengkapan kar-,ior sesuai icnqan ketentuan peraturan
perundanal-undangan da ndarli termasuk sarana mobilitas.

F'nlediliur anggaran rir:.irpii.i p.ittcllLliran keburuhan bclanla
araL tuir5 kaDtor cla,-r nailan ;rilluil rapat iraksi ]ang
disele -rggarzLkan di lingkungall kantor sekretariat DPRD dengan
meml erhatikan prinsijr ellsiensi, efcktilitas, dan kepatutan.

1"



BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAII ANGGOTA DPRD
pa.sal 26

t4)

(j)

(21

{21

ill

(3) Hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sejak
Peraturan Daerah diundangkan.

Anggaran belanja DPRD sebaqai:r.:na dimaksud pada avat (1)
merupakan bagran,ra,rg ticiali rerDisalkan dari APBD

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

pasal 27

Lmpinan alalr Anggorrl DPiID , irle driJerhentikan semcnLaaa
olch pcjahart 1ar)q'irer,,.,en:tttg;rs-t:,1 alr'.tqnl kctenLLtan peaaLuraD

Pcrund.ln!a-unclarsarr rL :Ll) _l,ir,riit.it hitl< keua;rgan clar')

aalli',rr1rs1iniii rcr',..1).1 -liir. r ir ):, !i :r'.1 . . L an3 Darl(et. run-ja4gal-r
kcjltafg,r. LLinlanl en irtr.,s. t:,i:rr:--rl {asch:rL:rn. dan taminan
l<crnatiar sasliiir a1r':r{l.l r:r aa..ri:lrr traaat!ran perundang
u dallgarl

DaL:rm hal Pimpinan DPRD bcrh:rlirngan sementara lebih dari 30
(trga puluh) haL i rlan dianqkarL Dcjal(sana tugas Pimpinarl DPRD
oleir pejabal \ang bcr-,..enang sesLl:ri Cengan ke-.cntuan peraT.uran

perund.Lng-uDd,uiga1t. fclaksana r-r.qas Pinpilian DPRI) tersebut
diberikar'r nak keuang.li: dan adrninistratil Yang dlpersamakan
dengan iJimplnan DPRD cielinir:l var':g drgantikan terhitung mulai
tanggal I {saiu) bulaD beriliutu..a.

Pengtasiian, tunjangatn l<esej ah Lcr-a an. uang jasa pengabdian
PimpinaD d.,.n AnggoLa DpF-lJ_ ser ta belanja pcnunjang keglatan
DPRD merupakaD arrqgaran bel:,.nja DpRD vang dilormulasikan
ke dalam rencana ker-ia dar] aiggaran satu.rn kerja perangkat
daerah sekreiari:f DPllLl scrLa clir-rraikan ke dalam jenis belanja
scsuai clengatt kctcnntalt Dr:r.tut an pcrun dang-undar,gan.

Pcngelolaan anggarall l--l ia,!,1 IlpRIl sebaqa-irrana climaksud
pada aJ:1i (l) aliti-Ltis:ltal(iLi .,'sri;r, tlL.t.!:1it j(..e1-.trr1:rn ocralturarr
pclundang un.lanqall

t0

\-



BAB VI
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini rjr{llai berlaku, peraturan V/alikota
yang berkaitan deagaa atau mengatur telrtaDg pelaksalaan hak
keuaugaa dan adEiuistratif Pimpiaan dan Anggota DPRD wajib
mendasarkan dat1 Eenyesuaikan peogaturallya Fada peraturan
Daerah ini paling laobat I (satu) bulan sejak peraturar Daerah ini
diundangkan.

Pasal 29

Pcr all'ran Dae rah Kota Surr har '.. l.iotro: t Tahun 200.+ Lcntang
i(cdu( i11<an l)r,rLokoler d;r:r T..u:!rq.r lJiir].ril-,a.rr d:ut Angeota l)eu'an
l'clNa:ileur Ri-i(\iil Diicrai.l lLembnrei Dacr-e-ir Iioti. Surabala Tahun
1004 Nomor 3rA) seb:rgaLimana ttlah ci:uloah bcbcrapa kali rerakhir
dcngai Peraturau Dae rah l{!ra Surabal al t\"omor 4 Tahun 2007
tenLang Pe[rbahan Kctlga atas Peratur.ur Daerah Kota Surabaya
Nomor 8 Tahun 2004 tenlang Kedudukar Prorokoler da]l Keuangar
Pimpinan dan Anggota Del\'a]-] Per'.va1<i1:a-r Rakyat IJaeraI (Lembaran
Daerall Kota Surabavr lilrurr 20!: \.rnLri .,1. Tarnbahan Lembaran
ilacral_. I(ota Sucai:;r.,1 Nc,roj -). sa:t--ir,r. iLrq rncng;.tur mengenai hak
kcuangaD diin :rclr:rin:srrai i or:lri:r:rir LL:.r ,iirqgot:] DPRD dicabut dan
,il nJ, a,r.lrk.rn Lrci:ri< bcr i:ilL,. tt"

.'.gar seuap o:i1ng lrraila{aaa:ilr,iln\:r iril:rrrtarllrLtlllken pengundalngan

Pcraitur:rn Dacran in: (l'11qiL:l ;)a:nerrt-.:1'!.11inl'a calarn Lembaran
Daerah Kota SLrrabara.

Disahkan di Surabal.a
:r,rrLa t:,-n qqal

WALINOTA SURABAYA.

TRI RISMAHARINI

Pasal 3O

-'t rei-. 1..r. r. ir,]qal diundangkan

ti



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR ..... TAHUN 20 17

.;,lli,i {N.j

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PER'INAI{ILAN RAIIYAT DAERAH

I. UMUM
Pcraturan Dacrah l..ora Snr_ab:rr.ar NoInor 8 Ta,run 20O'+

tenrang Kedudukali Iirotol(oler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dc11,an Pcrrvakilan R:rk.,'aL Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali rerakhir Cengan Peraturan Daerah Kota
Slrrabaya Nornor .+ T.lhu. 2007 icntang Perubahan Ketiga atas
PeraLurar Daera.h iiota Suiab.rra Nornor 8 Tahun 2OO4 tentang
I(edudukzur ProLoliolcr rian iicLiir.irgar: Pimpinam clan Anggota Deu'an
Per-,r akilar: lilrl1 a- :-.rar.rl_

Sch.rbung:ur lLt::-:il r d:, riapliall[', a Pe] iiiura.n Pcmerintah
\orroi i8 lahli:r r.rl; tr i .r-l!r il.ii t(r'.::rnga11 alan Acimiaistralil
Pimp,nan .lan Angqoti. Druan P.^r 'r alola.l Raklat Daera]l, nraka
pcriu disusun Peratur:rlt I)a-ral iiota Suraba]'a tentang hak
Kcuangan dan admir1]stratll Pinpinan dan Anggota Deu'an

Penvalqla:r Rak_\'at Daetah
Pelaturan Dacrah Kota Surabala Nomor ...-. Tahun 2017

seLain drmalcsudkan uniuk menlesliaikan dengan Peraturan

Pem'rintah Nomor 18 'I'a]]Jn 2017 tent:ug llak Keuangan dan

administrat.l Pimpinan clan A-)gg.ia De11'ar Peflr'akilan Rakl'at
sekaligus Lrirtuk Ineitdoi{)lls perlirekata:] lxneia De\ran Penr'akllajr

Ralq..at Daerah dan rneriio'- il<ar I koll.rrs: sosi:d ekonomi negara vang

baik darr slr:rrblrtg.

II, PASAL DEMI PASAL

Pa.sal 1

CukuP jel.Ls

Pasal 2
Cukr-rp ielas

't*



l-ar sal :l
U'.1k.,i. ciii .

Pas,rl 4
Cukr-L,i rdl:ls

Pasal 5

Cukr-rp jcleis
Pasal 6

Cukup lelas
Pasal 7

Cukup jeias
Pasal E

Cukup jelas

CukLrr.jclr,s
Pasal I o

Li'.tkL r: tl i .

P..siii 1i
Cukri.r jeLs

f'asal I2
Hurlli a

Cukup jclas
Hurui b
Cukup lelas
Hurui .
Cukup jelas
Hurul c1

Cuk,-tr J eliLs

flurui Ll

Pakai:rn 1'ang oercrrlkan lillas.iacr-3ir 1,eug drmaKsud adalah
p.k .. r k' ::

P.rsa1 13
Cukur jelas

Pasal 1.+

Cukup jelas

Pasar 15

A-'at (3) Tunjangan perumahalt dan tuliaugan
transpoltasi bagi Pimpioan DPRD Periode
20l4-2O79 dibayarkan sejak Peraturan
Daerah i1i Ciundangkan

''io



Ayat (4) Tunjargan perumahan dan tuEjangan
transportasi bagi Anggota DPRD periode
2O74-2O.J9 dibayarkan sejak peraturan
Daerah i!i diunda[gkan.

Pasal 15
Cukup jclas

Pasal 17

CLlk'Jp.jel:ts
Pasal LB

CukliD.telas
Pas:..1 L9

Cukltt) -rcliis
Pesal 20

Cukrip jelas
Pasal 21

Cukup lelaLS
P.lsal 22

Cuklrp leias
Pasal 23

Ayat (l)
Cukuo jelas
A) at i2l
Cukup jelas
Al at i.rl
Kelompok piLlt:rr :r'..r-r urr airl: :ilaL iiciangkapair DPRD
diangLat cian di l-..-rL;nt ik.rn .-ieu(an keputusan sekretaris
DPRD sesual dcirgan kcbull.han sebagaimana dimaksud
pada a1'at (1) dan scsuali dcllqar ketentuan sebaBaimana
dimaksuG pada ar rt {: l.
Ayat (,+)

Cukr-rp lc1as
Alat (cl
Cukun jelars

( Ur( ; - .

l'.rsaL 2.1

CLLkup.lcr:rs
Pasa.l 25

C'.LkLrr lr:11::

CLrkp.lelas
Pasal 2'l

Cukup jclers

1.$



Pasai 28
Cukp jelas

Pasal 2g
Cukup I eL.Ls

Pasal 30
Cukrrp;e1rs

.2i-


